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VISI
PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN

BERKELANJUTAN

-Nilai SAKIP -Nilai SPBE

Misi 1
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan
Berintegrasi

v

TUJUAN
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi

-Nilai Pelayanan Publik, -Rasio Inovasi Daerah , -Indeks Merit

Persentase Capaian Kinerja

|

I

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kecamatan

1. Nilai AKIP Kecamatan

Crosscutting dengan INSPEKTORAT

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi

1. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi

2. Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi

3. Persentase Kinerja Kecamatan yang tercapai

S.1.1 Meningkatnya
Kualitas Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran

S.1.2. Meningkatnya
Kualitas Layanan Umum

!

Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan
Kecamatan

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban
Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari gkatny:

Masyarakat Kecamatan

1. Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola
Pemerintah Yang Baik.
2. Persentase Fasilitiasi dan Koordinasi tim
penanggulangan Kemiskinan Ekstrim.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Nilai Kematangan Inovasi 1. Persentase Konflik Yang Diselesaikan

Crosscutting dengan DPMPPKB, Dukcapil, DPMTSP, DINSOS, Dinas DIKNAS, |
Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas PerkimtamLH, Koperindag,
Bapedalitbang, Dinas Kesehatan

Crosscutting dengan SatpolPP, Kesbangpol dan Setda (Tapem, Bagian
Hukum)

Meningkatnya Kapasitas

Lembaga Kemasyarakat Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan

Meningkatnya Inovasi
gkatmy Trantibum Yang di Fasilitasi

Meningkatnya Kualitas Perangkat Daerah

Pelayanan Publik

Meningkatnya Efektifitas
Kerjasama Nagari

1. Persentase fasilitasi
pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan
2. Persentase Koordinasi
dan fasilitasi Tim
Penanggulangan
Kemiskinan
3. Persentase Koordiansi
dan Fasilitasi Penurunan
Prevalensi Stunting

1. Persentase layanan gangguan trantibum
yang dapat diselesaikan

1. Nilai Kematangan
Inovasi Kecamatan Basa
Ampek Balai Tapan

1. Persentase pelayanan
publik yang dilakukan

1. 'Persentase Nagari yang
memiliki tata kelola
pemerintahan yang baik

S.4.1. Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan dan
Administrasi Pemerintahan

nagari

S.5.1. Terlaksananya
Fasilitasi dan koordinasi
Kegiatan Pemberdayaan di
Nagari

S.1.3. Menigkatnya
Kualitas Pelaksanaandan
Penyusunan Pelaporan
Keuangan

S.3.1. Terlaksananya
inovasi di kecamatan

S.6.1. Terlaksananya
Penyelesaian Permasalahan
Trantibun

S.2.1. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Kecamatan

Dipindai dengan
CamScanner”




PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencaan
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan
Penyediaan Komponen
Instalasi
listrik/penerangan
bangunan Kantor

2. Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan
perlengakapan kantor

3. Sub Kegiatan Logistik
kantor

4. Sub Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

5. Sub Kegiatan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

6. Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan

Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel

Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

2. Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

" PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
RAH

KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan Gaji dan
tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan

yang
Dilimpahkan kepada
Camat

Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan
Pemerintah Yang terkait
dengan pelayanan Non
Perizinan

PROGRAI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan
yang
Dilimpahkan kepada
Camat

Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
Terkait
dengan Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

1. Sub Kegiatan Fasilitasi
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Sub Kegiatan Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan
pemberdayaan Masyarakat Di

Sub. Kegiatan penumbuhan
keluarga dalam peningkatan
derajat kesehatan keluarga
dan lingkungan dengan
menerapkan prilaku hidup

Sub. Kegiatan penumbuhan
keluarga dalam peningkatan
taraf hidup keluarga melalui
kehidupan berkoperasi dan
pengembangan ekonomi

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Sub Kegiatan Sinergisitas
dengan Kepolisian Negara
Rewpublik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi vertikal
Wilayah Kecamatan

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

1. Sub Kegiatan
Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa

Dipindai dengan
CamScanner”




1. Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

2. Sub Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

3. Sub Kegiatan
Pemeliharaan /Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

4. Sub Kegiatan
Pemeliharaan /Rehabilitasi
Sarana dan prasarana
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Dipindai dengan

CamScanner’



